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PENETAPAN 

Nomor 529/Pdt.P/2014/PA.Pwl 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara 

permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh: 

Ruslan bin Kaco Ulu, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

nelayan, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan 

Campalagian, sebagai Pemohon I; 

Ma’rufi bin Ruslan, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

nelayan, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II; 

Nasriah binti Ruslan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu 

rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, 

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon 

III; 

Liko bin Ruslan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, 

bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon IV; 

Herman bin Ruslan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

nelayan, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon V; 

Saharuddin bin Ruslan, umur 28 tahun, agama Islam,  pendidikan  SMA,  

pekerjaan  Mahasiswa Ilmu Pelayaran,  bertempat di Dusun Labuang, Desa 

Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai 

Pemohon VI; 

Ramlia binti Ruslan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu 

rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, 

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon 

VII; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Hanisa binti Ruslan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu 

rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, 

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon 

VIII; 

Susan binti Ruslan, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan 

tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon IX; 

Dalam hal ini Pemohon III (Nasriah binti Ruslan) bertindak atas nama diri 

sendiri dan penerima kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon 

Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan 

Pemohon IX berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 76/SK/XII/2014/PA 

Pwl. tanggal 15 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Polewali; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; 

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memperhatikan bukti-bukti  yang diajukan oleh kuasa para Pemohon. 

DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahwa para Pemohondalam surat permohonannya tertanggal  16 

Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam 

register perkara Nomor 529/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 16 Desember 2014 telah 

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi meninggal dunia pada 

tanggal 18 Nopember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-

12122014-0001 tertanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar karena 

sakit dan almarhumah tetap beragama Islam; 

2. Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi semasa hidupnya sekali 

menikah dengan lelaki bernama Ruslan bin Kaco Ulu dan telah dikaruniai 

delapan orang anak, masing-masing bernama: 

2.1. Ma’rufi bin Ruslan (Pemohon II); 

2.2. Nasriah binti Ruslan (Pemohon III); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2.3. Liko bin Ruslan (Pemohon IV); 

2.4. Herman bin Ruslan (Pemohon V); 

2.5. Saharuddin bin Ruslan (Pemohon VI); 

2.6. Ramlia binti Ruslan (Pemohon VII); 

2.7. Hanisa binti Ruslan (Pemohon VIII); 

2.8. Susan binti Ruslan (Pemohon IX); 

3. Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi meninggalkan seorang 

suami dan delapan orang anak kandung, masing-masing tersebut di atas; 

4. Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi semasa hidupnya 

mempunyai tabungan di BNI Cabang Pembantu Wonomulyo dengan Nomor 

Rekening 0163643683; 

5. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan 

kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Nanna alias Mardiana 

binti Assi selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus kelengkapan 

administrasi pada Kantor BNI Cabang Pembantu Wonomulyo dan keperluan 

lainnya; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q. berkenan menetapkan 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Menetapkan meninggalnya almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi pada 

tanggal 18 Nopember 2014; 

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi; 

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini 

mohon penetapan yang seadil-adilnya. 

 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon telah 

hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan 

membacakan surat permohonan kuasa para Pemohon dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka kuasa para 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Asli silsilah keturunan  Ruslan bin Kaco Ulu dan Almarhumah Nanna alias 

Mardiana, tertanggal 12 Desember 2014, yang diketahui Kepala Desa Laliko, 

oleh Ketua Majelis diberi kode P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mardiana Nomor 7604-KM-

12122014-0001, tertanggal 12 Desember 2013, setelah dicocokan dengan 

aslinya, ternyata cocok, telah bermaterai cukup, distempel pos, oleh Ketua 

Majelis diberi kode P.2; 

3. Fotokopi rekening Bank BNI Cabang Mamuju (Cabang Wonomulyo) atas nama 

Nanna No Rekening 0183643683, telah dicocokan dengan aslinya, ternyata 

cocok, telah bermaterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode 

P.3; 

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, kuasa para Pemohon juga 

telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah 

memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara 

agama Islam sebagai berikut:  

Saksi kesatu, Muh. Said bin Ibrahim, umur 67 tahun, agama Islam,  pekerjaan 

nelayan, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Desa Laliko, Kecamatan 

Capalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut:  

- Bahwa  saksi kenal para Pemohon karena Pemohon II sampai dengan IX anak 

dari Nanna alias Mardiana dengan lelaki Ruslan bin Kaco Ulu (Pemohon I); 

- Bahwa Pemohon III delapan bersaudara yaitu Ma'rufi bin Ruslan, Nasriah binti 

Ruslan (Pemohon), Liko bin Ruslan, Herman bin Ruslan ,  Saharuddin bin 

Ruslan, Ramlia binti Ruslan, Hanisa binti Ruslan dan Susan binti Ruslan; 

- Bahwa saksi bisa kenal para Pemohon karena Pemohon II sampai dengan 

Pemohon IX adalah keponakan saya (saksi bersaudara kandung dengan 

almarhumah Nanna alias Mardiana); 

- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon I karena dia adalah ipar saksi 

namanya Ruslan bin Kaco Ulu; 

- Bahwa semasa hidup Nanna alias Mardiana hanya sekali menikah dengan 

Ruslan bin Kaco Ulu (Pemohon I); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa Ruslan bin Kaco Ulu (Pemohon I) tidak mempunyai istri lain selain 

almarhumah Nanna alias Mardiana dan hanya sekali menikah dengan 

almarhumah Nanna alias Mardiana, tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati; 

- Bahwa Almarhumah Nanna alias Mardiana meninggal dunia pada tanggal 18 

November 2014 karena sakit dan tidak ada kesengajaan yang menyebabkan 

almarhumah meninggal dunia; 

- Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana meninggal dunia dalam keadaan 

beragama Islam; 

- Bahwa suami dan anak-anak almarhumah Nanna alias Mardiana memeluk 

agama Islam; 

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris 

ke Pengadilan Agama karena semasa hidupnya lamarhumah Nanna alias 

Mardiana mempunyai tabungan pada BNI Cabang Pembantu Wonomulyo, dan 

para Pemohon bermaksud menarik kembali tabungan tersebut. 

Saksi kedua, Syarifuddin bin Fattah, umur 43 tahun, agama Islam,  pekerjaan 

nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Pappang, Kecamatan 

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut:  

- Bahwa  saksi kenal para Pemohon karena Pemohon II sampai dengan 

Pemohon IX adalah sepupu satu kali saksi (ibu Pemohon bersaudara dengan 

Ibu saksi); 

- Bahwa saksi kenal ibu para Pemohon II sampai dengan Pemohon IX bernama 

Nanna alias Mardiana dan ayah Pemohon bernama Ruslan bin Kaco Ulu; 

- Bahwa ibu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX sudah meninggal dunia, 

sedangkan ayah Pemohon II sampai dengan Pemohon IX sampai sekarang 

masih hidup; 

- Bahwa ibu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX meninggal dunia pada 

tanggal 18 November 2014 dan meninggal dunia karena sakit dan bukan 

karena unsur kesengajaan; 

- Bahwa saat almarhumah Nanna alias Mardiana meninggal dunia dalam 

keadaan memeluk agama Islam, begitupun suami dan anak-anak yang masih 

hidup menganut agama Islam; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa Almarhumah Nanna alias Mardiana cuma sekali menikah dengan 

Ruslan bin Kaco Ulu (Pemohon I); 

- Bahwa ibu dan ayah almarhumah Nanna alias Mardiana sudah lama meninggal 

dunia; 

- Bahwa Almarhumah Nanna alias Mardiana mempunyai tabungan yang 

tersimpan pada Bank BNI Cabang Pembantu Wonomulyo; 

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon yang lain mengajukan permohonan 

Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama karena para Pemohon 

menginginkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah Nanna 

alias Mardiana, kemudian para Pemohon bermaksud menarik kembali uang 

almarhumah Nanna alias Mardiana yang tersimpan pada Bank tersebut diatas. 

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa para Pemohon 

tidak mengajukan pertanyaan, selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan telah 

mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain mohon 

penetapan; 

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat 

dilihat dalam Berita Acara Sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dengan penetapan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dalah 

sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para 

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan 

keterangan tetap para permohonannya dan tidak ada perubahan; 

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon mengajukan permohonan yang 

pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris 

dari almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi, selanjutnya ahli waris yang sah 

akan mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor BNI Cabang Pembantu 

Wonomulyo dan keperluan lainnya; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka 

kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2, dan P.3 

serta dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan silsilah Keturunan Ruslan bin Kaco 

Ulu dan almarhumah Nanna alias Mardiana yang menunjukkan bahwa Pemohon I 

dengan almarhumah Nanna alias Mardiana memiliki hubungan suami istri, serta 

Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, 

Pemohon VIII, dan Pemohon IX dengan almarhumah sebagai anak kandung; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian 

diperoleh keterangan bahwa Nanna alias Mardiana telah meninggal dunia pada 

tanggal 18 Nopember  2014; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Buku Tabungan atas nama 

Nanna alias Mardiana diperoleh keterangan bahwa almarhumah Nanna alias 

Mardiana semasa hidupnya telah memiliki tabungan atau simpanan pada Bank 

BNI Cabang Mamuju (Cabang Pembantu Wonomulyo); 

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut setelah diteliti, ternyata 

dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta bermaterai dan 

telah disesuaikan pula dengan aslinya surat bukti mana dianggap telah memenuhi 

syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon sudah 

dewasa dan di sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka 

sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 

R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat 

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus 

dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 

Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon melalui 

kuasanya telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian 

satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi 

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materi il sebagai saksi dalam perkara 

ini; 
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 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan kuasa para Pemohon 

yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang 

saksi, maka diperoleh fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

- Bahwa Nanna alias Mardiana telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember  

2014 karena sakit; 

- Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana meninggalkan ahli waris yaitu suami 

(Pemohon I) yang bernama Ruslan bin Kaco Ulu dan delapan orang anak orang 

anak kandung (Pemohon II sampai dengan Pemohon IX); 

- Bahwa almarhumah Nanna alias Mardiana saat meninggal dunia memeluk 

agama Islama, begitupun suami dan anak-anaknya yang masih hidup menganut 

agama Islam; 

- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum 

tentang ahli almarhumah Nanna alias Mardiana selanjutnya dapat dipergunakan 

untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor Bank BNI Cabang 

Mamuju (Cabang Pembantu Wonomulyo); 

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dapat dirumuskan fakta hukum 

sebagai berikut:  

- Bahwa almarhumah  telah meninggal dunia dan pada saat meninggalnya telah 

meninggalkan ahli waris yakni suami (Pemohon I) dan delapan orang anak 

kandung (Pemohon II sampai dengan Pemohon IX); 

- Bahwa antara ahli waris dengan pewaris tidak ditemukan halangan dan 

larangan untuk saling mewarisi; 

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris bertujuan untuk 

mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris yang sah sebagai 

administrasi untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Kantor Bank BNI 

Cabang Mamuju (Cabang Pembantu Wonomulyo);  

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, Majelis dapat menetapkan 

kematian yang pasti terhadap Nanna alias Mardiana yang telah meninggal dunia 

pada tanggal 18 Nopember 2014 yang kemudian almarhumah Nanna alias 

Mardiana dapat ditetapkan sebagai pewaris; 
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Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa ahli waris dari 

almarhumah Nanna alias Mardiana binti Assi, maka Majelis menguraikan 

pertimbangan dengan bersandarkan firman Allah SWT dalam al-Quran Allah SWT. 

berfirman (Q.S an-Nisa ayat 33) berbunyi sebagai berikut:  

اٍّمَوَاليٍٍَِّّجَعَلْنَاٍّوَلِكُل  ٍّ مٍٍّّْأَيْمَانُكُمٍٍّّْعَقدََتٍٍّّْوَالَّذِينٍٍَّّوَالَْْقرَْبُونٍٍَّّالْوَالدَِانٍٍِّّترََكٍٍَّّمِمَّ ٍّفآَتَُوهُ

.........ٍّنصَِيبَهُمٍّْ  
Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu 

bapa63c81246ea195b0704707a1008ef5f841fb4e7ec5fe38fd9661d2ef3c4773a66a

3a56a4de5c17ba7cf9cc8064a14601f818e7047239afb67fe0907f1c67d6fc2fe23f86

1a95cb4b26907fb534c123b31581d82cb1ae4e02ab9560063995cd007e8d5145140

0514514005145140051451400514514005731f13be20e97f0abe1febfe2ed6a65874

dd22d24ba977385de547ca8a4ff1336d503b9602ba7af997fe0a15f083c73f1abf67c

b9d07c09b2e2fa3bd8aeeeb4e32796f790206ca213c160c55b69233b4e0e70ac01f9

e1f01bc4be09fda7bf690d5bc73fb40f8cb4fb3d3e36f32d348d4269228ee5b27644a

47cb1c5181920b824ed00302d8fb27f6f2f8adf07fc4bfb23f893c39a0f8cbc2d73751a

5b1d2b4dd2af6190ab4732611238c9db840c07000afc9bf137c24f1b7833517b0d73

c27ac69776a7062b9b2910e7f115f4cfecd3ff04dff001e7c5fd36f7c41e27b1b9f0a68

51dac8f6715ec663b9bd9bcb2630b1b6088c92b9738073c6706803ee8ff825578b9f

c49fb285958c846744d52eac147fb24acc0fe731fcabec3afc9cff0082527c7ad0be17f

897c6de03f166b16da25bea1b2f2cee3509c436eb3c5b92542cd80acca548ce33e5

e3ae01fd1f9bf68df8516f2f952fc4df07c72ff71f5eb507f2f32803d12a8d86b7a76ab7

37b6f657f6d79716527937514132bb5bc980db1c03956c10707070457c4bfb5eff00c

14bfc25f0d740bdf0ff00c31d4edfc51e339d7cb5d4ad0acd63a7e472fbc82b33f4c2a

e579258f1b5bc3ffe0965fb4be8be18f127c40d13c7be288ac6efc41345aac3a8eb57

8b1c72ce3789b7cb230cbbee43c9e769a00fd58a2bcf0fed15f0a966684fc4bf08095

465a33aedaee03af237d7c8dfb65ffc14bfc35e0bd02fbc2bf0ab5487c43e27ba47825

d6ad189b5d3c1182d1be312c9cf054951d7248c5007ddba56bda6ebad7a34ebfb6b

e36570d69722de557f266500b46f83f2b00c32a7919157ebf2ebfe094dfb4af86fc29a

578cfc1be33f135968b3dddf26ad6336ab70b0a4eec9b271e6390bbbe488804e4e4

e3a57e809fda37e1409244ff859be0fdf1e4baff6edae571d723cce2803d13a552d23

5bd3b5fb56b9d32fedb51b6591e1335a4cb2a07462aeb95246410411d4118afce8fd
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b6ff00e0a63a55be877de08f83fa9bdeea7721e0bef145bfcb15bc641564b624659cf

3fbd180b8054b1395b3ff0004affda4fc21a27c21d5fc13e2af13e9fa1ea761a9c9796c

756bc8edd2582555e10bb0dc4387247fb42803f46ebf33be3af84a7d1ffe0ac5f0eefe

02c1b591657a76ff007523785bf0db09afb5bc49fb5b7c19f0ae9b3df5efc4df0c49140

0978ecb538aea5fa08e22cc4fe15f157c19f8bf1fed93ff000516d23c67a369b25a786

7c25a34f1c26e47ef5e21e62a48c0640264b8071d80c649a00fd30afc7dfdb41dbc05

ff000529d1b5f947970bdf68da82b74f9544484fe71b57ec157e49ff00c160b44bbd27

e39f823c4490325adc68a2149c0e1a686e246619f50b247f9d007eb5a9c80696be7d

f80dfb6afc32f8bdf0eb49d66ebc5da2f87f5a6855350d2b54be8ad6582703e70aaec

37213cab0cf0467072077f0fed15f0a6e6568e2f899e109645ea89aeda923f0f32803

d0e8ae0ffe17dfc33ffa287e15ff00c1d5b7ff001747fc2fbf867ff450fc2bff0083ab6ffe2e

803bca2b83ff0085f7f0cffe8a1f857ff0756dff00c5d46ffb41fc2e8a448dfe2478492493

ee2b6b76c0b7d06fe6803c3bfe0a6ff0fbc41e3ffd973521e1ff003646d22f22d56f6da

227335ac68fe6703aeddcafe98427b57ce9ff000463d5e459fe27697b898996cae769

3c060655e3eb9fd057d9bf133f6c7f82df0efc3f7575ab78f343d4818dc0b0d32e92fa6

9cedfb9b222d8cf4cb6073c9af98bfe0941a459ea7abfc64f18e91a54ba4f86f51d563

834b82462c238c34b218f71ea515e21f8d007e86514557d412e24b0b94b4758ee9a

36113b8caabe3e527db38a00fc9fff0082907ed127e2a7c71b2f84367e248744f05e9

175141abdf166687ed44fef5e4d992c21076edc12195f1d715f62fecede26fd997e06f

8121d3bc15e37f08daab4286f3509f52892eef5c2f2f2176dfc9c9d83e552c400335f9

49f1ebf65bf8bbf0d7c6baecbe28f0bea77ead77248dad594125c5a5d6e62de624a1

79c839c1c119c300722b27e0afecaff00127e3b788adf4cf0e786af96d9a4d93ea977

03c5696c3a92f2118040c9c753d0024d007d55fb0e78c745d0bfe0a2de32b0f0e5cc

37de1ef10c9aadb58dcdb9cc6f0890dc2153e988abf5aabf127e22fc38ff00877e7ed7

de02992fee353d2ec16cb5292f56311bdd42c4c77384dc719c4a00cfa57eb7c1fb48

7c299f4e82fbfe16478561b69d16446b8d62de23861919567054fb1008ef400ffda1fc

17ab7c45f81be39f0d685712db6b1a9693716f6ad13842f214388cb12000ff0070e4e

30c735f929ff04c6bbd53c25fb66695a2ce93594d756b7f637b6d2a95605217936b03

d0878875f4afd59d7bf6acf839e1cd1e6d4ef3e26f859ed6252c7ec9aac3712301fdd4

8d9998fb006be1bfd99f5af0cfc7cff8296f893e207816ca4b4f0dd8584f76f23c3e59b8

95a216ef36dedbde466e793d480490003f4ea8a28a00f1afdb27c38be2afd96fe26d8

30ce3449ee47b18479a0fe718af913fe08c9ab3cde11f899a616fdddbded95c28f774
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954ffe8b15f7e7c4bf0f378b7e1cf8a74341b9b53d2eeacc0f53244c9fd6bf1f3fe09b7f

b4668dfb3cfc64d6b47f16deae9be1ff001044b692de49c476f731b9f2ddcf65f99d49e

db813800d007ed3d15e78ff00b457c298a1499fe25f841227fbaedaeda807f1df5e7ff

18bf6edf83df07fc3475393c5ba7f8a2ea407ecfa6f876ee2bc9a53ee55b6a0e472c47

1d01a00f72bcf11695a76afa7e9575a8dadbea7a8890d9d94b32acd722300c86342

72db4104e071919eb5a35f885a17edbdac78c3f6d3f0a7c57f154e74ed12caf85aa59

2932c7a769f2068dd4614162164662719639e3b57ebb27ed25f099ad60b83f133c2

31c332ee8da5d6ed9323e85c1cfb76a00f47a2b831f1f3e191191f113c2a47fd86adbf

f8ba3fe17dfc33ff00a287e15ffc1d5b7ff17401de515c1ffc2fbf867ff450fc2bff0083ab6f

fe2e83f1f3e192824fc44f0a803a93ad5b7ff17401ddd7e0b7ed51e0ef147c1ffdafbc4

326a8f751df4bae9d5b4fbf958969e179b7c5286ee718071d0820f20d7ed3b7ed17f0

a96dbed1ff000b2fc2260ff9e835cb62a7f1df5f9d9fb7b7c62f873fb527c53f85de0ff87

53a7887c4b16a82d66d6ada22b08496455102b100c9861bf201519e092cd800fd52

b793cd8237fef283fa5494d8d4246aa060000629d401e1dfb6ef85dbc5ff00b28fc4bd

397ef2e94d763fed832cdffb4ebe52ff0082326ad24de0ef899a693fbbb7beb39d47bc

91caa7ff00458afbafe34e9ebab7c1ef1cd93f2973a15f427e8d038feb5f0d7fc11a7c3

97567e07f891adc9195b3bed42d6d61723866852467ff00d1cb401fa314514500733

f12fe20695f0afc03af78b75b97cad3348b47ba9b04066c0e1173c6e66c28f722be70f

d80bf6c4bdfda8741f145a788d6de0f136937cf3aa5b462347b29598c400c924c7cc6

4f701092cc589f52fdaffe175ffc63fd9c7c6fe16d28b1d52e6cc4d6b1af596489d6511

81dcbecda33c65857e547fc131fc6175e0afdae744d39e536f06b16f75a65d4678dc7

cb2e8bff007f234a00fdbaafc8bff82b8e9e34cfda4fc19a984d8971a1c25a4f564b997

3f902b5fae95f999ff059bf0e39b7f865af240cc8ad7b672cc178527ca74527df0f8fa1a

00fd26d13504d5b46b0bd8c831dcc11cca474c32823f9d5daf91ff631fdb43e1ef8fbe

09f8774ed77c4fa5f86fc4ba1d941a75e5a6af7d1db998c6811668d9d86f0c17271c8

6cf18da5bdd53f68af852f70605f899e1069c120c635db52dc75e3cca00f43a2b83ff8

5f7f0cff00e8a1f857ff000756dffc5d1ff0befe19ff00d143f0affe0eadbff8ba00ef28ae0ff

e17dfc33ffa287e15ff00c1d5b7ff001751cbfb41fc2e83679bf123c251ef3b5776b76c3

71f41f3f5a00f91fe3e7fc13d3c6dfb53fc6ed7bc5de2ff001c597877444c5968b65656

ef7b2476a9f7370668c216259c804fcce7b62bcbbc69ff000468d52d74c697c29f11a

d751bf078b7d574f6b68d877f9d1e439ff80fe35f7eeb3fb4dfc24d02d25b9bdf895e15

8e38d77304d5e091f1ecaac58fe02be6cf8b9ff0565f853e0a8cc1e0fb5bff001e5fe01
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0f0a359da8eb90649177e471d23239eb401f98bf19bf65af89bf012f0c7e30f0bddd9d

a16db1ea300f3ad25eb8db2ae573c670704719033557e13fed2ff0013be084aa7c1b

e31d4b49b60c5cd8f99e6dab310065a07ca138039233c57d5717ed13fb557edc97b

77a3f816c8e85e1d2365c9d2505adb46a49044b7521dc490dca2b7cc07095de781ff

00e08e1797a8b77e3af88a91ddbbee9adb45b432823febb48579ff008053bf715bb1
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